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Isi Berita:

Kebumen - Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Surat Keputusan Bupati Arif
Sugiyanto Nomor 5006.1/104 Tahun 2024, telah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk
para petani. Selain mengalokasikan puluhan ribu ton, pemkab juga menetapkan harga
eceran tertinggi dari pupuk bersubsidi.

Dalam SK tersebut, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi jenis urea pada 2024
sebanyak 25.807.030 kg, pupuk NPK sebanyak 20.532.569 kg, dan pupuk organik
sebanyak 5.200.000 kg.

Alokasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi di awal tahun yaitu urea
meningkat 53,1% karena alokasi sebelumnya hanya 16.857.962 kg dan NPK meningkat
92,5% dari alokasi sebelumnya yang hanya 10.666.426 kg.

Harga eceran tertinggi untuk pupuk tersebut juga ditetapkan. Untuk pupuk Urea per Kg
dijual dengan harga Rp 2.250, NPK Rp 2.300 dan pupuk organik Rp 800 per kg.

Untuk pupuk organik yang merupakan jenis pupuk baru dialokasikan kembali sebagai salah
satu jenis pupuk bersubsidi dan di awal tahun tidak ada alokasi untuk pupuk jenis ini.
"Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer
resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Arif Sugiyanto seperti yang

dikutip dari SE tersebut, Jumat (24/5/2024).
|
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Arif menuturkan, pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani
subsektor tanaman pangan, berupa padi, jagung, dan kedelai, serta tanaman hortikultura
seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih.

Selain itu juga diperuntukkan bagi sektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi,
dengan luas lahan yang diusahakan maksimal dua hektare, termasuk di dalamnya petani
yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

"Alokasi pupuk organik diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah
dengan kandungan C-Organik kurang dari dua persen," sebutnya.

Pupuk bersubsidi tersebut didistribusikan ke semua wilayah kecamatan yang ada di
Kebumen dengan jumlah yang sudah ditentukan. Bupati mengimbau agar pupuk bersubsidi
tidak disalahgunakan, dan harus dijual dengan harga yang telah ditentukan.

"Jangan sampai barang ini kemudian ditimbun, atau disalahgunakan misalnya dijual dengan
harga yang tidak semestinya. Pupuk ini sudah menjadi kebutuhan pokok petani, dan sudah

semestinya diberikan kepada petani sesuai dengan haknya," pungkasnya. (ega/ega)
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Catatan :

e APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan
kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.
Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

|
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dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui
evaluasi terhadap laporan APBD.!

e Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD.2

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah
dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara
lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

! Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES
PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada
tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

2 Ibid
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e Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal
dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun

pendapat suatu instansi

Catatan Berita UJIDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 4



